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BUPATI SELUMA
PtrRATUR.AI\ BUPATI SEL US,IA

NOMOR@TAHUN 2OO8

TtrNT'ANG
SI.]SUNAN OI{.GANISAST DAN TATA I{ERJA

UNTT PELAKSAI\A TEKNIS
DINAS KESIIHA1AN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M,dFI,d ESA

EUPATI SEI,IJMA,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (z) dan ayat (3) peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peralgkat Daerall maka

pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit Pelalisana Teknis Dinas;

bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 29 Peraturan Daerah I(abupaten

seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata l(erja

Dinas Kabupaten Selum4 rnaka tJnit Pelaksana Telmis Dinas ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimba:rgan sebagaimana dimaksud pada hunrf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi da:r

Tata Kerja unit Pelaksana di lingkungan Dinas I(esehatan Kabupaten selumq

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang l(esehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3925);

undarg-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten

Muliomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur cii provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4266);

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nornor r25, lambahan Lembaran Negara Republik

Irdonesia Nomor 4437) sebagaima'a telah diubah dengan u'clang-U'dang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang pemerintah Daerah menjadi

undang-undang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahu n2a07 Nomor g9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Kepurusan \{enteri Kesel.ratan Republik lndo'esia Nomor
118 ]{eni:es SKtr l0ri4 renrang l"ebijakan Dasar Risat KesehaJan \,{asrarakat:



6. Peraturan Daera-T iiabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN:

\IenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSLINAN ORGANISASI DAN TATA
KERIA LINIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN

SELUMA.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal I
falam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

-. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
:. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
-r. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
'i. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten seruma;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Seluma; /

8. Gudang Farmasi adalah Tempat Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9' Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat;

l,i.}. Kepala adalah UPT Dinas Kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SELUMA
Pasal2

kngan Peraturan Bupati ini dibentuk Oraginasasi UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, yang
trdiri dari :

1. Gudang Fannasi
:. Puskesmas

BAB III
KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Gudang farmasi

Pasal3

LIPT Gudang Farmasi merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
UPT Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sehuna.
(LPT Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan yalg rieliputi penerimaan,
Penyimpanan, Pemeliharaan, Pendistribusian serta Pencatatan dan 

-pelaporarr 
obat-obtan, alai

kesehatan s erta perb ekal an kesehatan lainnya.

I



Pasal'{

rlil;i.eng Farrnasi daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)
:nen1'elenggarakan fungsi :

Velaksanakan penerimaan, pen;.-impanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
\telaksnakan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan
1'ang akan dikeluarkan;
Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu oabt-obatan yang ada di Puskesmas dan Rumah sakit;
\'{engumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta data data
et-ek samping obata;
Melaporkan data tentang kerusakan obat dan obata yang tidak memenuhi syarat;
lfeiakukan pencatatan segala penerimaan dan pengeiuaran barang di kartu barang;
\felakukan surat kiriman penyiapan barang;
I'{elaksanakan kegiatan pencatatan dan evaluasi persediaan barang yang ada di Gudang dan di
setiap Unit Pelayanan Kesehatan;

i' Nlelakukanpenyiapanpenyusunan rencanakebutuhan obat yang diperlukan kebupaten;j lvfelaksanakan pengelolaan dan pencatatan penerimaan sefta pengeluaran barang;k. Nlenyipakan dokumentasi mutasi barang serha serta menyiapkan surat pefianggungiawaban dan
laporan barang secara berkala;

l. lv{enyelenggarakan urusan rumah tangga
n. lvlelaksanakan fugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal5

i I ) UPT Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

',1) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten seluma.

I t UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan yang meiiputi menggerakkan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjannya, mendorong kemandirian hidup sehat bagli<eluarga
dan masyarakat di wilayah kerjannya, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan, serta memelihara dan meningkatkan k"rehatal perorangan,
keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Pasa! 6

Fuskesmas dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan
iringsi:
a- Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan berwawasag kesehatan;'b. 

Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;c Menyelenggarakan pelayanan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadau dan
berkesinambungan yang meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan ian pelay** K*u.hatan
Masyarakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Gudang Farmasi

Pasal 7

', 
1) susunan organisasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan terdiri :

a. Kepala Gudang Farmasi;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Unit Fungsional.



Sub Bagian Tata Usaha Guda:rg Fan::asi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan berrangguns
ja*'ab kepada Kepala Gudang tarrrasi.

-1r Struklur Organisasi Gudang Farmasi sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian
r-ang tidali terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal S

Sua Bagian Tata Usaha Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Rumah
Tangga dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan.

Pasal9

S"rb Bagian Tata Usaha daiam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud datam Pasal 8
neavslsnggarakan fungsi :

3- Menyiapkan Perencanaan Kebutuhan Obat Kabupaten;
b. \{enata dan mengelola administrasi surat men}urat;
;. I'{enyelenggarakan urusan rumah tangga dan kesejahteraan pegawai serta urusan perjalanan dinas;
I Membuat perencana;m kebutuhan barang;
e. lfenata dan mengelola administrasi barang;
i. itleiaksananakan pembinaan dan pendayagunaan pegawai
g. Iv{elaksanakanpengelolaanadministrasiKepegawaian;
:' Menilai preslasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
:' il4elaksanakan pengelolaan keuangan Gudang Farmasi yang rnenyangkut keuangan

rutin,belanjapegawai, belanja barang, belaqja pemeliharaan,belanja perjalanan dinas dan belanja
rutin;

j Mengrirus dan memproses surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
i Menlusun Rencana Anggaran Satuan Keda;
"' Menyiapkan Laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan

Perbekaian Kesehatan lainnya.--r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

rl
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Bagian Kedua
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

a- Kepala Puskesmas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Unit-Unit Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
bertanggungf awab kepada Kepala Puskesmas.

Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada larnpiran II merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

dan

yang

Pasal 1l

Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan LJmum, Rumah Tangga dan
Kepegarvaian serta Urusan Keuangan.



!.-

Pasal 12

!,t"n Tata Usaha dalam melaksanalian nrgas sebagaimana dimalisud dalam Pasal 11
,'.-elsgamlian fungsi :

1"Ie;:i iapkan Perencanaan Tingkat Puskesmas
l'"jsl:tn dan mengeiola administrasi surat menyurat;
-n"Iel.' slsnggarakan urusan rumah tangga dan kesejahteraan pegawai serta urusan perjalanan dinas;
l" I ::rbuat perencanaim kebutuhzur barang;
l'.fsiata dan mengelola administrasi barang;
l"f e.aksnanakan pembinaan dan pendayagunaan pegawai
l, I :, alisanakan pengelolaan admini strasi Kepegawaian ;
l'{;niiai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
\{e"aXisanakan pengelolaan keuangan Gudang Farmasi yang menyingkut k.*ng* rutin,belanja
:e;a*ai. belanja barang, belanja pemeliharaan,belanja perjalanan dinas dan belanja rutin;
l,lergunrs dan memproses surat keterangan pemberhentian pernbayaran (SKpp);
I'l:rrlsun Rencana Anggaran Satuan Kerja;
l'l::riapkan profil kesehatan Puskesmas dan iaporan khunan puskesmas;
lu,lr:ilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
I.le-d<sanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

-- -;: Fr,::rgsioanal Puskesmas mempunyai tugas :: \lenggerakkanPembangunanBerwawasanKesehatan;
: ),lemberdayakan masyarakat untuli hidup sehat;
; \felalcsanakan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama, yang meliputi Pelayanan Kesehatan

Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
*. \lelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
ESELONERTNG, PENGANGKATAN DAN PEMBERIINNTIAN

tsagian Kesatu
Eselonering

Pasal 14

Kepala UPT Dinas Kesehatan adalah jabatan eselon IVa
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan adalah jabatan eselon IVb

Bagian Kedua
Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 15

- t Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
svarat

I I Kepala UPT Dinas Kesehatan sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewen*g du.i 

-eupail 
berdasarkan usul Kepala Dinas

Kesehatan.

_l
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BAB 1'I
TATA KERJA

Pasal 16

Daiam melaksanakan tugasnya LIPT Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
i-nteuasi, sinkronisasi baik di dalam maupun di luar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-
nasing.

i r Kepala IIPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatani;

i Kepala IIPT memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur
prembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan instansinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

?ei::r:ran Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan.
-14;i setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
:Ea€lnparannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

dengan

Ditetapkan di Tais.
pada tanggal . 09. St.Y93e!...............2008

ESnvnrr sELUMA

l:;:.iaagkan di Tais
:a.al rknggal .. ...?P..r9.4^lU A.R 1........20 0 8

SEKRETARIS DAERAH

Atx

il-*-AJUDIN
3E.RTTA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAI{LTN 2OO8 NOMOR

n$,Slt'AllTmllm,,
p"i*,Li;,, i.*,,rtrr,,*l;
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